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ABSTRAK

Dalam pembukaan UUD 1945, dinvatakan bahwa tujuan pembangunan
nasienal adalah unluk mencapa: masvarakal vanp adil dan makmur, Salah =am
upaya pemerintah untuk membiavai pembangunan nasional adalah dengan fokys
pada penerimaan dan scktor pajsk. Agar penerimaan dari sebror pajak dapat

tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian vang bertujuan mensuj
pemahaman  masyarskat Kota Bukittingsi terhadap peraturan  pelaksanaan
Rewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman divkur dengan menopunakan media
kuestoner vang terdini dari 28 perianvaan dan dilakukan Kepada 72 orang waib
najak orang pribadi di Kota Bukittinggi dengan kesterta wapb pajak vane sudah
mempunyal NPWP dan berpenghasilan diatas PTKP per tahunnya Variabel yang
dickur adalah pemabaman terhadap pengetzbuan wmum  PPh. prosedur
pelaksanaan kewajiban waiib pajak dan prosedur pelaksanaan pembavaran PP
[Yan hasil pengolahan data dengan menppunakan nilai tengah  (median).
ditemukan wayb pajak orang pribadi di wilayah Kotz Bukittingsi tersolong
paham lerhadap peraturan pelaksansan kewapban perpajakan terkan dengan
Undzng-Undang No.17 Tahun 2000 dan Undang-Undanz Mo 28 Tahun 2007
vaitu wajib pajak orang pribadi terscbut paham terhadap pengetahuan umum PPh,
paham terhadap prosedur pelaksanzan kewapiban wayib pajak zerta paham
tethadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan,

Kevwords: Tingh@gt pemahaman wajib pajek orang pribadi dan  peraturan
relaksanaan kewajihan perpajakan



BARI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan vang dilaksanakan dewasa ini memburtubkan dana vang
tidak sedikin. Dana tersebut dikumpulkan dan scgenap potensi-potensi sumber
dava wang dimiliki, batk berupa hasil kekavaan alam maupun juran dan
masvarakal salah satu bentuk wran dan masvarakan adalah pajak vatu kontribasi
wajib pajak kepada neparz vang terutang oleh orang pribade ataw badan vang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. dengan tidak  mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperiuan nepara bagl sehesar-
hesarnya kemakmuran rakyvan,

Kontribusi penerimaan pajak lerhadap penerimaan negara dibarapkan
semakin memingkat dan tahun ke tahun seinng dengan makin menurunnyva
peranan minvak dan gas bune terhadap penenmaan negara, Harapan ind tumbauh
dart kesadaran pemerintah babwa rinyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan
sebagal sumber daya.

Pencrimaan pajak merupakan salab satn komponen penenimaan dalam
negeri yvang harus ditingkatkan peranannva karena merupakan sumber penerimaan
vang merefleksikan praktik demokrasi vang paling mendasar vailu peran serta
rakvat dalam membiayar negara dan  pemerinahannva, Undang-undang
perpiakan Indonesia sejak tabun 1983 menganut sistem selfiassessment dimana
wapih pajak diben kepercavaan penub untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendinn kewajiban perpajakannya. Perbitunpan pajuk



oleh wajth pajak tersebut dituangkan dalam SPT vaity surat vang digunakan wajib
pajak untuk melaporkan penghituncan, pembavaran pajak, objek dan bukan ohiek
pajak serta harta dan kewaiiban menurut ketentuan perpajakan untuk suatu atzu
masa pajak,

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas nepara berdasarkan undang-
unidang denpan tdak mendapatkan balas jasa secara lanpsung vang digunakan
untuk - membiavai  pengelusran pemerintah  dalam  rangka meningkatkan
kescjahteraan umum. Dan pengertian pajak tersebut tergambar bahwa salah samu
fungsi pajak vaitu sebagal sumber penerimaan hagi negara.

Pada saat i, bagi Indonesia, penerimaan dan sckior pajak merupakan
salah saty andalan utama & samping penerimaan dar sektor migas. Namun,
tungst dan peranan paiak sebaga salah saty sumber panenimesan negary yang
utama o Indonesia untuk beberapa tabun ke depan akan semakin berat, Hal ini
disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas soss] polittk vane
sedany dilakukan di Indonesia pada sazt ini akan mempengaruht perkembangan
usaha dan investasi. kesempatan kena, produks: serta distribusi barang dan jasa
vang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan dava heli masyarakat
secara keseluruhan serta pada akhimya akan be rpengarith pada penenmaan nesarn
dar1 sektor pajak

Uleh karena itu, untuk meningkatkan funpsi dan peranannya dalam ranska
mendukung kebijakan pembangunan nasionzl khususnva di bidang ekonomi.
make pada tzhun 2000 pemenniah melakukan perubahan terhadap beberapa

undang-undang di bidang perpajakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penclitian 1m1 mengambil sampel sebanvak 72 wajib pajak PPh omang
pribadi vang mempunyal NFWP (Nomor Pokok Wapib Pajak) di Kota Bukitunges
Data 11 diperoleh langsung dar wajib pajak bersangkutan di dalam pengisian
kwsioner, Sampel diperoleh dengan mencan informast kepada masyarakar vang
mempunyal NPWP dengan mendatangi sebuah Kantor Pelavanan Pajak (KPP
vang berada di Bukitbingg: dan bertanva apakah yang bersangkutan merupakan
wanb pajak orang pribadi dan apakah mereka mempunyar KNPWE.

Variahel dalam penelitian ini adalah pemahamean tentang pengetahuan
umum wajib pajak terbadap Pajak Penghasilan, pemahaman terhadap prosedur
pelaksansan  kewanban  wapb  pajak dan pemahaman  terhadap  prosedur
pembavaran pajak penghasitan,

Dan hasil pengolahan datz dengan menggunakan mila tengah {median,
ditemukan wajib pajak orang pribadi di wilavah Kota Bukittingg tergolong
paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpayjakan terkan dengan
Undang-Lindang Mo.17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2007
vaite wajib pajak orang prnibads tersebut paham terhadap pengetahuan umum PPh,
paham terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban waph paek serta paham

terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.
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